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ABSTRACT

The unprepared reguiation for anti monopoly and healthy business conduct have also caused to the
readiness of the completion of creating & commission of examination of business conduct "The Komisi
Pengawas Persaingen Usaha” (KPPU/Commission ) as independent commission, free from the influence
of the power of the government and other parties and directly report to the President. The main and only
purpose of creating of this Commission is to examine the implementation of Law No 5 of the Year 1999,
In the implementation of such Law in handling the business conduct is facing several inconsistencies,
including the confiict between the articles of such Law, for example the execution decision reguest,
which refers to Article 44 and 46. Other than that the obstacle on enforcement of business conduct law
/n Indonesia which is related to the power for execution of the Juggment of the Commission is that there
s 1o implementing reguiations for handling the business conduct cases,

Key word: The Role of KPPL/

ABSTRAKSE

Ketidaksiapan pengaturan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat berakibat juga kepada
ketidaksiapan pembentukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha ( KPPU) sebagai komisi yang independen,
terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah serta pihak lain dan bertanggung jawab kepada presiden.
Tujuan pembentukan Komisi ini adalah semata- mata hanya untuk mengawasi pelaksanaan Undang-
Undang No. 5 Tahun 1999. Di dalam prakteknya pelaksanazn penanganan perkara persaingan usaha di
Indonesia oleh KPPU berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengalami beberapa
inkonsistensi, yakni pertentangan antara pasal yang satu dengan pasal lainnya, salah satunya adalah

Sitan.eiencloici

tentang perminiaan penet Fang-andcir-omem Pasah 4 dan Pasaras T SEIE I RendslE

penegakan hukum persaingan usaha di ndonesia yang berkaitan dengan pelaksanaan kekuatan mengikat
putusan KPPU adalah karena tidak diaturnya hukum acara dalam penanganan perkara persaingan usaha.

Kata kuned @ Peranan KPPU

262 GLORIA JURIS, Volume 6, Nomor 3, September - Desember 2006: 269 - 976




--_."3_3atas asas kekeiuargaan yang dapat mewu;udkan o
o :kehidupan berusaha yang sehat dan mltra antara % Lo
: '_'?pengusaha kecsE menengah dan kopera5| secara. '-
R 3mandm sesuas dengan s:stem perekonom}an In~ 5
_ "donesm Namun tldak semua perusahaan swasta :
' dan/atau perusahaan negara yang. bermodai _ '

' _besar dapat - meng:mpiementas;kan asas dalam
: Pasa§ 33 :UUD 1945 tersebut d;atas '

Sebaga[mana klta ketahun bahwa per-.

JaE_ana_n se]arah_p_e_nla_ku dpma usaha kita selama

orde baru sarat'dengan kebijakan daiam'ran'gka '

mengejar pertumbuhan nasional untuk mencapai
perekonom:an yang handal dalam rangka
menghadapi persaingan global. Industri-industri
vang sarat dengan ‘teknologi, 'pémberian
kemudahan atau fasilitas ‘pada pelaku ‘usaha
tertentu, serta menciptakan basis industri ( based
inaustry yang dapat memproduksi barang-barang
kebutuhan hidup baik kebutuhan primer maupun
kebutuhan sekunder seba.r'ayak-ba nyaknya tanpa
memperhatikan kualitas barang tersebut. =~
-+ Faktor-faktor tersebut merupakan keadaan
yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi
perusahaan besar lainnya maupun kepada
perusahaan kecil-menengah dan juga koperasi,
yang akan memasuki atau yang akan menjadi
pesaing yang baru dalam produksi yang sama.

S .':.pemasaran__dan produksmya :

: __'..=§perusahaan ini i
- untuk mengembangka isal e

: SaEah satu"contohnya adaiah PTIndofood: ::-zf':-

iSukses Makmur Thk darl Sahm Group yang::.' =

' '_mampu menguasal pI‘OdUkSI mle :nstant hmgga'_'-:'

90 persen 5 drmana posnsr dommant ity sendiri

4 -menurut Undang Undang Nomor STar‘un 1999
_tentang Larangan Praktek Monopoil dan Per-
'samgan Usaha T:dak Sehat adalah sebagal
' keadaaan dimana petaku usaha tidak mempunyal
_pesamg yang berarti di pasar bersaﬂgkutan_

g dtbatas: ruang

dalam kaitan dengan pangsa pasar ‘yang
dikuasai, atau pelaku usaha mempunyan pos;s::.'
tertmgga di ‘antara pesamgnya dz pasar ber-
sangkutan dalam kaltan deﬂgan kemampuan
keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau
penjualan, serta kemampuan untuk menyesua:-'
kan pasokan atau permmtaan barang atau }asa
terfentu. : :

- Penguasaan posisi ‘dominan oleh PT
Indofood tersebut kemudian dlsalahgunakan
dengan melakukan penguasaan pada PT _
Bogasari Flour Mills sebesar 90 'persen, vaitu
perusahaan yang memonopoli pengelahan biji
gandum sebagai bahan baku mig instant. Dengan-
demikian, PT Indoofood telah melakukan prakiek
monopoli , vang datam Undang-Undang Nomor
5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dirumuskan

Dampaicnt erihal manakaia sesaifie pengusaha
saling mematikan usaha pesaingnya dengan
cara-cara monopoli dan praktek usaha tidak sehat
lainnya begitu juga terhadap perusahaan kecil ,

sebagarperitsatan Kekusian ekehomi olen satil
atau lebih pelaku usaha, yang mengakibatkan
dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas
barang dan atau jasa oleh pelaku usaha tertentu
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: ':.:_:'f-'_melakukan rangkap Jabatan dl daiam mana;emen
-+ anak. perusahaannya dan- juga. melakukan_."
- penan;:an tertutup dengan anak perusahannya
: :untuk membatas; masuknya pesamg pesamg_ '_ |

o baru dalam produkst mie, instant 2,

' S PT Indofaod Sukses Makmur tersebut

' merupakan satah satu contoh dari sekaan rlbu
perusahaan yang meiakukan praktek di Indone-
sia. Se}alan dengan semangat jiwa reformam
lahirlah, Rancangan Undang- Undang -Anti

Monopo%a yang pembahasannya rnulai d;ajukan-

dan d[bahas pada pertengahan  bulan Novem-
© ber 1998 kemudian RUU ini diubah dengan nama
Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1999, Suatu prestasi vang luar
biasa hebatrya menyusun dan membuat undang-
undang dalam kurun waktu kurang dari satu
tahun , selain itu adanya perubahan judul
terserbut mencerminkan kompromi antara
infsiatif DPR yang ingin mengatur penguasaan
pasar ( market powery/structure) maupun prilaku
{conduct/behavior), dengan keinginan Depar-
temen Perindustrian dan Perdagangan yang
hanya ingin mengatur perilaku saja dan tidak
membatasi penguasaan pasar.’
Ketidaksiapan pengaturan praktek mono-

aaendl A

_ connemone

E 'f .' sehmgga menambuikan penlaku antn persaingan': -

s _dan pengaruh kekuasaan pemermtah serta pihak'-.--_ b
S _-'_'Iam dan bertanggung }awab _kepada pre&den

asn_fm adaiah semata::

Undang Undang No 5Tahun 1999 antara Ialn* ke
o _adalah mefakukan pemialan terhadap peﬂan}!an S
' :3yang dapat mengakibatkan terjad:nya praktek_
‘ monopoh dan-atau: usaha tidak sehat se-

bagalmana diatur dalam Pasa] 4 sampat dengan-.

Pasai 16; melakukan penilaian terhadap kegiatan o

usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat "

- mengakibatkan terjadinya praktek menopoli dan

atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana
diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28

dan mengambil tindakan sesuai dengan we-

wenang sebagaimana. diatur dalam .Pasal 36 :
Undang-Undang Nomeor 5 Tahun 1999,

Sampai awal Agustus 2002, Komisi ini
telah menangani 60 kasus perkara dugaan
praktek monopoli dan persaingan usaha tidak
sehat. Dari enam puluh perkara tersebut, sudah
dua belas kasus yang memperoleh putusan akhir
dari KPPU. Penyelesaian perkara dugaan prakiek
monopoli dan persaingan usaha tidak sehat
tersebut semakin diupayakan oleh KPPU, hingga
akhirnya KPPU membatalkan persengkongkoian
pada tender penjualan saham PT Indomobil
Sukses Internasional (Indomobil) sebesar
72,63% dan menjatuhkan sanksi dan denda
kepada delapan pelaku usaha yang terlibat dalam
tender tersebut®

po-gan-persaingan-usahe-tidale-seyt 1H,
berakibat juga kepada ketidaksiapan pem-
bentukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha
(KPPU) sebagai komisi yang independen, terlepas

Finak yang dirugikan oleh keputusan KPPU
tersebut kemudian membawa perkaranya kepada
Pengadilan Negeri dan akhirnya Pengadilan
Negeri membatalkan putusan KPPU tersebut.
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L __EKPPU kemuciran_mengajukan kasas: ke Mahkamah L

' _':_Agung _te 'ada putusan:Pengadalan Negerl

'gadllan'Negeri _

: Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha ‘Esa”,
: _-sedangkan KPPU bukan badan peradllan dan t:dak
ada undang undang yang membenkan we-
wenang kepada KPPU untuk memaka} irah-irah
tersebut dalam putusannya el
 Berdasarkan uraian latar beiakang dtatas
penuhs tertar:k untuk meneliti- mengenai
. peiaksaga_an pen_gawasa_n_._p_ersamgan usaha oleh
KPPU terhada_p pelaky usaha berdasar Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan
Pr_akt'e_'k Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak
Sehat dén bagaimana kekuatan mengikat putusan
K_P_PU' berkaitan dengan pelanggaran terhadap
Undang—:Unda_ng N_Qmor 5Tahun 1999. .

I MET{}DE PENELI’IIAN .

PeneEftsan ini.merupakan penehtlan
Kepustakaan dan penelitian Lapangan. Data yang
diperoleh dari lapangan akan diolah dengan cara
mengumpulkan semua data yang ada kemudian
data yang sesuai dengan masalah yang akan
diteliti akan disajikan secara deskriptif, kemudian
data tersebut akan dianalisis dengan meng-
gunakan metode pendekatan kualitatif. Metode

g _enefapkan hukum atau'-'
e kesa[ahan prosedurai sedangkan KPPU Juga caca*; -
- 'yuridxs karena memakaa ;rah :rah *Demi Keadx!an _

I '-;analiSIs yang dlgunakan adalah metode contenz‘_"'
S :-:'-ana/jvsfsdan comparative ana/ys;.s"'drmana pola .
' -':p:klr yang dlgunakan adalah pof ' '
“yang’ ;ngm ‘meélihat: §<eterkantan a_ : o
3:'.melalu1 mekamsme hukum yang’ beriaku dengan o
- pemuhhan perekonom{an dan reformast d| b;dang _

kontektuaii--" -
erankPPU -

_.m. HASIL PENELTTIAN

~A.Dasar Hukum, Visa dan MISI
Pembentukan KPPU

‘Dasar hukum pembentukan KPPU adalah
Undang Undang ‘Larangan Praktek Monopoil
Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 di dalam Bab
VI, Pasal 30 Sampai dengan 'Pasaf 37 juncto
Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 75 Jahun
1999 tentang Komisi Pesaingan Usaha.

Komisi Pengawas Persamgan Usaha dalam
melaksanakan tugas dan wewenangnya me-
merlukan adanya arah pandang yang jelas,
sehingga apa yang menjadi tujuannya dapat
dirumuskan dengan seksama dan pencép_aiannya
dapat direncanakan dengan tepat dan terinci.
Adapun arah pandang KPPU tersebut kemudian
dirumuskan dalam suatu visi dan misi KPPU
sebagai berikut : Visi KPPU adalah terciptanya
iklim usaha yang sehat, kesempatan berusaha
yang sama, serta terciptanya ekonomi yang
efisien dan adil, menuju masyarakat yang
sejahtera. Sementara untuk mewujudkan visi

kuatitatifint merupakan tata cara penelitian vang
menghasilkan data deskriptif, yakni apa yang
dinyatakan oleh responden secara tertulis atau
lisan, dan perilaku nyata,s

tersebut di atas, maka dirumuskan misi KPPU
sebagai berikiit

a. Mengawasi pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1999, sehingga dapat
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:_.dlpastlkan bahwa peEaksanaan Undang—f. i
i '_.-_'-'Undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan:-_fj_ i

_._endorong mtamahsasx mfa: persamga'n
fusaha pada pelaku usaha, dalam upaya
'_ E ;menanamkan prms;p pnn5|p ‘persingan
-usaha dalam strategi blsmsnya melajui
' manfaat dan pentingnya usaha dan
d:harapkan pada penzngkatan kesadaran
pelaku usaha akan pentmgnya persa:ngan
usaha. . iy Gl
- €...Mendorong _En_te_r_nalisasi nilai persaingan
dalam kebijakan .pemerintah, sebagai-
» mana dsamanatkan -dalam Pasal 35
: "Undang -Undang Nomor :5 Tahun 1999,
salah satu-tugas utama Komisi adalah
~ memberikan saran dan pertimbangan
terhadap. kebljakan pemerintah yang
berkaltan dengan praktek monopoli dan
_ persamgan usaha tidak sehat. Salah saty
- cara efektif untuk menegakan nilai-nilai
__'persaingan -usaha, selain dengan cara
-penanganan perkara (enforcement),
adalah melalui advokasi persaingan usaha,
yaitu utamanya kepada pemerintah selaku
regulator maupun pembuat peraturan
perundang-undangan, dan juga advokasi
kepada masyarakat pada umumnya,

B. Peran dan Fungsi KPPU

Berdasarkan pada Pasaf 30 Undang-;.f :

"_-';..yang terlepas dari: pen aruh’ kekua ah pemé-._"'. o
: “rintah’ serta pihak iam dan segafa hal yang
-d:perbuat oleh: KPPU harus dapat d:pe:

tanggungjawabkan kepada Prestden dan harus o
me!aporkan haszl kerjanya kepada Dewan
Perwakfian Rakyat (DPR). - : Co

" Sementara fungsr KPPU adalah turut
berperan mewujudkan perekonomlan Indonesia
yang efisien melalui pencnptaan usaha yang
kondusif, yang menjamin adanya kepasﬂan
berusaha. Pengawasan dalam peiaksaﬂaan
Undang-Undang tentang Larangan Prakiek
Menopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang
dilakukan KPPU dimaksudkan untuk mewujudkan
perekonomian Indonesia yang efisien melalui
penciptaan  iklim usaha yang kondusif, yang
menjamin adanya kepastian kesempatan
berusaha yang sama bagi semua pelaku usaha.
Dengan tujuan yang sama, KPPU juga bekupaya
mencegah praktek monopoli dan atau persaingan
usaha tidak sehat.

Upaya KPPU menjamin agar setiap orang
yang berusaha di Indonesia berada dalam situasi
persaingan yang sehat dan wajar adalah untuk
mencegah terjadinya penyalahgunaan posisi
dominan oleh pelaku ekonomi tertentu. Kesem-
patan berusaha yang terjaga akan membuka

~Kormist-Pengawas rersaingan Usaha,
dinyatakan sebagai sebuah lembaga yang
mengawasi pelaksanaan Undang-Undang
Larangan Praktek Monopoii

lebar kesempatan konsumen untulk mendapatkan
pllihan produk yang tidak terbatas, yang memang
menjadi hak mereka. Berjalannya kehidupan
ekonomi yang menjamin keseirmbangan antara
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'. ; 5' _kepentrngan petaku usaha dan kepentmgan umum i
i pada. akh:rnya akan men:ngkatkan ke~ R,

e}ahteraan masyarakat

' sebagai penasehat kebijakan terhadap kebijakan
'_pemermtah yang . mempengaruhl persaingan
___usaha Peran KPPU sangatiah penting untuk
memberikan iklim persaingan sehat dalam
struktur ekonomi, sebagai contoh , pada salsh
satu rekomendasi KPPU pada tahun 2001 adalah
pencabutan Keputusan Menteri Perhubungan
{Kepmenhub) No 25/97. Kepmenhub ini mem-
berikan wewenang kepada INACA {Indonesia
National Carrier Association) sebagai asosiasi
perusahan angkutan udara untuk menetapkan
tarif angkutan udara kelas ekonomi, pelimpahan
ini sama saja dengan melegalkan praktek kartel
tarif penerbangan , setelah Kepmenhub itu
dicabut maka iklim persaingan antar maskapai
penerbangan nasional mulai membaik.

C. Tata Cara Penanganan Perkara

KPPU dapat memulai penyidikan karena
berbagai hal bisa dimulai dari surat konsumen
atau pelaku usaha, atau artikel tentang konsumen
atau masalah ekonomi bisnis. Agar tidak
mengganggu kinerja dari pihak-pthak yang
terlibat, penyidikan dan pemeriksaan KPPU

it Komisi ini d;bentuk seEam men}alankan”. '_
" tugasnya yaitu: mencegah terjadinya dan " -
: ::-_menmdak peianggar praktek monopoh dan :
o praktek persaangan usaha, tldak sehat tetapij Juga -

L meiaksanakan putusan secara sukareEa KPPU
'dapat memaksakan pelaksanaan putusannya'__
~melalui pengadllan atau blla per!u, menyerahkan'___. 5
3__':;_'perkaranya kepada penyldzk untuk dlproses]:--'
-~ secara pidana . o

Ada 4 Tahap pemenksaan Eaporan ciar:

KPBU berdasarkan Undang- Undang Nomor 5
“Tahun 1999 tentang l_arangan Praktek Monopoli

dan Persaingan Usaha, Tidak Sehat Juncta
Keputusan Komisi Pengawas Persamgan Usaha
Nomor 05/ KPPU/ KEP/IX/2000 i:entang Tata Cara
Penyampa:an Laporan dan Penanganan Dugaan
Terhadap Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999,
Adapun tahapan tersebut secara garls besar
adalah sebagai berikut : '
1. Tahap Penelitian

Dalam tahap ini Iapdran yang diterima ,
baik itu dari konsumen atau pelaku usaha yang
masuk ke seketariat KPPU diteliti t_ériebih dahuiu
apakah laporan tersebut didukung dengan
dokumen-dokumen yang dapat memperkuat
dugaan terhadap adanya praktek monopoli dan
persaingan usaha tidak sehat, karena jika tidak
didukung oleh dokumen-dokumen tersebut atau
bisa kita katakan bahwa laporan tersebut tidak
lengkap, maka laporan tersebut tidak dapat
dilanjutkan dan KPPU akan mengembalikan
berkas laporan tersebut dan meminta untuk
dikuatkan dengan dokumen-dokumen pen-
dukung. _

Dari hasil wawancara fyang dilakukan di

ditehukan—secara-tertutupIika-diterkear

pelanggaran KPPU berwenang menjatuhkan
sanksi. Hasil pemeriksaan dibacakan dalam suatu
sidang terbuka. Jika pelaku usaha tidak

REFU, AN dapat data, bahwa dalam tahap
penelitian ini ada beberapa kasus yang laporannya
tidak diteruskan , karena laporannya tidak
lengkap, kasus-kasusnya antara lain adalah
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s sebaga: benkut

dstenmaﬂya £ urat a eng yang me!aporkan

0 diKalbar,
" b, Tender- d| PT Caitex Pas. Ind dugaan
: _'."tergadi praktek disknmmam dan kolu3|
" padaf tender tersebut
b .l::_...__DlVEStaSi Saham PT KPC, adanya dugaan
. _'--_telah tenadl persamgan usaha tidak sehat
" pada kasus divestasi saham KPC.
" d. ‘Dugaan terJadlnya Korupsi, Kolusi dan
N -'N_epot_r_sme di Perusahaan Swasta Retai,
dimana dugaan awal adalah adanya
informasi berbagai bentuk KKN yang terjadi
di perusahaan yang menyebabkan per-
“$aingan usaha tidak sehat
e 'Pengadaan karcis komputer di BUMN,
laporan int berasal dari masyarakat yaitu
' :_adanya dugaan terjadinya kecurangan
~ dalam tender pengadaan karcis komputer,
f. Pendirian Rumah Sakit, laporan berasal
| '_c:!_ari salah satu pengelola rumah sakit
. dengan dugaan perlakuan diskriminatif
. oleh pemerintah daerah, berkaitan dengan
pendirian rumah sakit, dalam kasus ini
KPPU menyatakan bahwa hal ini bukan
merupakan kewenangannya.

2. Taﬁap pemeriksaan pendahuiuan

- EnnEREnmS

a 'Penyeiundupén_guka dan beras dl Kah- i
mantan Barai:' Laporan berasal dar;._ :

e _5_.;_permmtaan agar komisi meiakukan pemertksaan'-
ter_]admya penyelundupan beras dan gula L

_ -_':.iengkap dan resume laporan dari seketarrat;'}_“‘_"_
__:_komlsu ketua komisi. menyampalkan bes%\as__ o
“laporan. tersebut kepada kom:sr d@ngan disertaj

laporan dan komisi wajib menetapkan perfu atau'_'
: tldaknya dilakukan pemeriksan lanjutan. -
~Berdasar data yang diperoleh dila pangan,
.sejak Juni 2000 sampai 31 Desember 2003, KPPU _
telah menangani 85 kasus, dimana 39 kasusnya -
mengenai persengkongkolan tender Pasal 22
Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha
Tidak Sehat. Dari 39 kasus persengkonakolan
tender tersebut, 7(tujuh) diantaranya telah
mendapatkan penetapan, dan slsanya 6 (anam)
perkara lain masih ditangani. 4 dari 15 putusan
yang diteruskan ke pengadilan adatah tender
penjualan saham PT Indomobil Sukses Interna-
sional (telah berkekuatan hukum tetap), sistem
reservasi tiket penerbangan Garuda Indonesia,
monopoli jasa bongkar muat peti kemas di
Tanjung Priok (untuk kasus ini perkaranya baru
diajukan ke Mahkamah Agung untuk kasasi) dan
kartel penetapan tarif angkutan bus non —
ekonomi. 6 (enam) perkara lain sedang ditangani
» antara lain yang berasal dari inisiatif KPPU sendiri
untuk mengusut dugaan kartel dalam impor gula.
Dari pemantauan awal KPPU, penunjukan
importir gula oleh pemerintah tidak berdasarkan

Dalam mh:m I"\mmal‘!l/v:‘:za{\ XYW kel

bar
T H.-IIULH 10 :1

Komisi meneliti dan atau memeriksa faporan
untuk menilai perlu tidaknya dilakukan peme-
riksaan. Segera setelah menerima laporan

terter-yany terbuks armans yang ditunjuk
adalah produsen gula seperti PT Perkebunan
Nusantara, dengan alasan menjaga kestabilan
harga di tingkat petani, sedangkan mekanisme
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:-:pendahuiuan dalam jangka wakty seiambat{ 'ﬁ _':
lambatnya 30(tiga puluh) hari setelah menenma_: =




““terbuka dan adil.”

aé‘iap Pemeriksaan Lan;uta VIS

:_:panztera sebagal tmdak lanjut pemersksaan
' _: pendahuluan ' 9 o
. Dalam menjalankan pemenksaan, ma;ei:s
komlsn menentukan sah atau tidak sahnya suatu
alat buktl yang satu dengan alat bukti yang fain.
Pemeriksaan lanjutan ditakukan. oleh Tim
PenYeIi‘diW yang dibentuk oleh seketariat komisi
setelah melakukan konsultasi terlebih dahulu
dengan majelis, komzsr Majelis komisi.menye-
tesaikan. pemeriksaan lanjutan selambat-
Ian'_j_b'at:aya 60 (enam puluh) hari kerja terhitung
sejak _bérakhirnya pemeriksaan pendahuluan dan
dépat_ diperpanjang oleh majelis komisi paling
tama 30 ( tiga puluh) hari kerja. -
Penyelidikan oleh tim penyelidik .KPPU
dapat diteruskan oleh penyidik® untuk dilakukan
penyelidikan dalam hal misalkan pelaku usaha
menolak untuk diperiksa, menolak tntuk
memberikan informasi dalam penyelidikan.
Setelah penyelidik melakukan penyelidikan dan
jika ternyata ditemukannya suatu tindak pidana/
pelanggaran, maka penyidik dapat memberitahu-
kan kepada penuntut umum bahwa telah terjadi
suatu tindak pldana/pelanggaran maka penyidik

bahwa teiah terjadi suatu tmdak pldana/

pelanggaran dan dalam hal ini penuntut umum
malakukan penyidikan dan dari hasil penyidikan

' "':'-:penunjukan lmportlr harus deﬂgan tender'

emeriksa "IanJuta adalah serangkazan_z'_.:_ e
pem rsksaan dan ‘atau penyehd|kan yang'_ .
§ dsiakukan ofeh maJehs kom s: dengan dnbantu oleh :

'?;@ﬂSﬁSEgm$$§;,;a-

'_lﬁ;__it'u'__d_ib'u:a_tkénlah'.'s'_uratda_kw_'a:é:'rﬁ' Sinorl

- - putusan .

antara anggota majelis dengan anggota majelis

mayontas (dissent opinion), dalam hal ini

perbedaan tersebut dapat dlmasukkan dalam
putusan ‘komisi. Putusan ini dlamblE selambat-
lambatnya 30 (tigapuluh) hari kerja:terhitung
sejak-selesainya pemeriksaan {anjutan, dan
putusan dibacakan dalam sidang majelis komisi
yang dinyatakan terbuka untuk umum.
-.Setelah membacakan putusan , komisi
segera memberitahukan putusan komisi kepada
terlapor dan dalam waktu 30 ( tiga puluh) hari
kerja sejak diterimanya pemberitahuan putusan,
terlapor wajib melaksanakan putusan tersebut
dan melaporkan pelaksanaannya kepada Komisi.
Keberatan atas putusan tersebut dapat diajukan
dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat
belas) hari terhitung sejak menerima pembe-
ritahuan. Apabila terlapor tidak mengajukan
keberatan, maka dianggap menerima putusan
komisi, sehingga putusan komisi telah mem-
punyai kekuatan hukum yang tetap dan dapat
d:ajukan permohonan penetapan eksekusi kepada

tersebut terlapor dapat mengajukan keberatan
kepada Pengadilan Negeri, dalam hal ini ada 2
hal mengenai keputusan KPPU:
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i '!'ahap putusandan pelaksanaan N

_ Cara pengamb;lan putusan olen komisl_:'-
-dldasarkan kepada alat bukt; yang daperoleh _
dalam pemenksaan dan panyehdnkan dengan__-f'-
- disertai alasan atau pertlmbangannya Narnun ..
dalam hal ini apabiia ter_;ads perbedaan pendapat




i Menguatkan keputusan KPPU ; vaitu
apabila_pengadilan negeri menguatkan
- -Q.keputusan' KPPU atau menolk keberatan
_ pelaku usaha maka perlu - usaha untuk

- dapat menga_]ukan ke MA. '
+il. Membatalkan keputusan KPPU, dalam hal
. apabila pengadilan negeri membatalkan
. keputusan KPPU maka KPPU dapat meng-

o ajukan kasasi ke MA.

v, . -ANALISA PELAKSANAAN PENANGAN-
AN PERKARA PERSATNGAN USAHA
-OLEH KPPUTERHADAP PELAKU USAHA

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG

NOMOR 5 TAHUN 1999 DAN ANALISA

‘TERHADAP KEKUATAN MENGIKAT

PUTUSAN KPPU BERKAITAN DENGAN

PELANGGARAN PERSAINGAN USAHA

A. Analisa Pelaksanaan Pengawasan

Persaingan Usaha Oleh KPPU
Terhadap Pelaku Usaha Ber-
dasarkan Undang-Undang Nomor
5 Tahun 19549,

Berkaitan dengan permintaan penetapan
eksekusi kepada Pengadilan Negeri bisa
menimbutkan kebingungan karena terdapat dua
hal yang inkonsistensi“tentang pelaksanaan
perkara oleh KPPU yang diatur dalam Undang-
Undang No.5 Tahun 1999, yaitu
1 Hal menarik dalam kelemahan pena-
nganan perkara oleh KPPU menurut Undang-

;@@ﬁﬁﬂﬁ%mﬁﬁﬁ

Undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan -
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak . - :
Sehat menggariskan bahwa keputusan KPPU _
secara otomatis akan memiliki kekuatan hukum"_}_ e
tetap apabila tidak diajukan keberatan, kemudian ©~

KPPU mengajukan permohonan penetapan .-

eksekusi ke Pengadilan Negeri, Namun secara. _' -
kontradiktif, Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) justru ~

memerintahkan KPPU untuk menyerahkan
putusan yang tidak dipatuhi tersebut kepada
penyidik apabila pelaku usaha tidak mematuhi
keputusan KPPU.

Apabila kita mencermati bunyi Pasal 46
tersebut, jika putusan KPPU yang telah berke-
kuatan hukum tetap tidak dipatuhi oleh pihak yang
dikenakan sanksi , proses yang ditempuh
seharusnya adalah proses eksekusi atas putusah
KPPU berdasarkan penetapan eksekusi peng-
adilan negeri. Putusan KPPU tersebut dapat
dijadikan bukti awal bagi penyidik untuk
melakukan penyidikan apabila terdapat indikasi
atau dugaan tindak pidana, sehingga antara KPPU
dengan penyidik tidak ada hubungan khusus,
kecualt jika pelanggaran terhadap undang-
undang tersebut terdapat dugaan tindak pidana
dan KPPU bertindak sebagai pelapor dari
pelanggaran tersebut. Apabila Pasal 44 itu
dijalankan oleh oleh KPPU akan membawa akibat
pada penyidik yang dapat mementahkan keadaan
berkekuatan hukum tetap yang sebenarnya
dimiliki oleh KPPU tersebut, jika penyidik

undang.Nomors Tahun-1009 tentang-barangan

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak
Sehat adalah adanya pertentangan antara Pasal
44 dan Pasal 46. Di satu sisi Pasal 46 Undang-

retaRuKanpenyidiken UiEn g Hal demikEnREnR
yang menjadikan segala keputusan KPPU
mendapatkan perlawanan dari pelaku usaha
vang diduga dan telah melewati proses peme-
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'_ ".nksaan, kemudlan d;putus teiah meiakukan__-_- L
o :_;pe!anggafan terhadap Undang-Undang Nomors - -
Tahun 1999, meiakukan perlawanan atau_
:_beratan atas putusan KPPU, Sebagal contoh i

akan'rkama bahas ka s;benkut ;ru

' _'-__ajukan keberatan kepada Pengad;ian Negen (PN)

o Jakarta Pusat terhadap putusan Komasx Pengawas -

- Persamgan Usaha (KPPU) No. 01/KPPU-1/2003
..'tentang perkara penempatan ARGA ‘sistem
- reservasu GAke daiam jaringan ABACUS sebagal
sistem’ distribusi global. Keberatan PT GA atas
.kep_utusan_ itu telah disampaikan ke PN Jakarta
: Pu$a_t dehgan -nonﬁor;_reg'ister perkara 001/KPPU/
2003/PN-JKT-PST. Keberatan itu _dfdasark_an pada
aspek formalitas { proses dan metode peme-
riksaan) dan aspek substa nsi putusan KPPU. Atas
dasar itu, manajemen PT GA, menyatakan
penclakan terhadap seluruh argumentasi hukum
dalam putusan KPPU fersebut. Dalam memori
keberatan, dikatakan bahwa Computerized
Resevation System (CRS) pada hakikatnya
merupakan sistem.reservasi tiket pesawat
terbang melaluj computer yang disediakan cleh
perusahaan-perusahaan yang khusus bergerak
dalam bidang sistem distribusi, sedangkan
penggunz jasa (konsumen) CRS adalah per-
usahan penerbangan (airlines). PT GA sebagai
perusahaan penerbangan, merupakan CRS atas
penggunaan fasilitas CRS oleh agen-agen
perjalanan dalam rangka mendistribusikan

T Garuda Inddnesaa (GA) ielah meng- R

pembayaran yang memad[ kewa;aban PT GA

_:_.;Penempatan ARGA cialam jarmgan system ABA- f '.

nesia hanya ada ABACUS Dl sampmg 1tu_-_ 3;'_:_ 5
" penggunaan. ABACUS Juga dtdasarkan pada
:perttmbangan bssms Seperta upaya “efisiensi

. perusahaan,’ di mana has;lnya akan dapat
dm:kmati o!eh masyarakat dalam bentuk_ o
ipembayaran dewden dan pajak kepada Pe-
..mermtah sebagai pemegang saham PT GA,

Terwu}udnya kondisi sahng menguntungkan
antara PT. GA e‘engan ABACUS sebagai mitra
kerja yvang: m_enyedlakan jasa ‘CRS, tidak
memeberikan beban tambahan kepada para agen
perjalanan yang merupakan mitré_-kerja GA
dalam penggunaan fasilitas CRS. Hingga saat ini

, BT GA belum menggunakan CRS fain , karena
kondisi penhawaran yang diajukan CRS fain belum
dapat bersaing dengan kondisi aktual vang teriadi
antara PT-GA dengan ABACUS. Pada kenyataan-
nya, ABACUS lebih banyak memberikan manfaat
kepada PT GA ketlmbang penyedla jasa CRS
lainnya.

Kemudian pada tahun 2003, muncul Perma
Nomor 1 Tahun 2003 tentang Tata Cara
Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap
Putusan KPPU, yang secara garis besar PERMA
Nomor 01 Tahun 2003 tersebut sebagai berikut :

a. Keberatan atas putusan KPPU hanva
diajukan melalui Pengadilan Negeri.

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa

{erenjuatytivet Garuds; Sebagaipiakyarg harus
membayar penggunaan fasilitas CRS dengan
harga yang lebih murah dan memenuhi standar
kualitas, sehingga dapat meminimalkan beban

Upaye Reperatan atas putisan kPPU
menjadi kompetensi Pengadilan Negeri.
Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 44
ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun
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'._:1999 o R
b, _:'KPPU merupakan pzhak ketentuan tersebut .

menegaskan bahwa di dalam proses_

L ':sehmgga kedudukannya dlanggap se}a}ar
. dengan pihak Terfapor, . o
.- Putusan KPPU bukan merupakan Ke-
y putusan Tata -Usaha Negara (TUN)
menuthndang Undang Nomor 5 Tahun

N 1986.. Ketentuan tersebut menegaskan

. bghawa_putusan KPPU bukaniah obyek

.. perkara TUN sehingga tidak dapat di-
.perkarakan di Peradilan Tatz Usaha

-.-Negara. . '

. Keberatan diajukan dalam tenggang waktu

+ 14 hari terhitung sejak pelaku uszha
menerima pemberitahuan putusan dan
KPPU. Ketentuan tersebut menegaskan
mengenai -jangka waktu pengajuan
keberatan oleh Terlapor yang sebenarnya
telah ditentukan secara tegas dalam Pasal
44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5
Tahun 199,

. Dalam hal keberatan diajukan oleh lebih
dari 1 (satu) pelaku usaha untuk putusan
yang sama tetapi berbeda tempat ke-
dudukan hukumnya, KPPY dapat meng-
ajukan permohonan tertulis kepada MA
untuk menunjuk salah satu Pengadilan
Negeri untuk memeriksa keberatan

naneamS

-upaya keberatan di lembaga perad:lan .
-~ KPPU. duad;kan plhak yang. berpekaran' :

~oleh MA.

S f ‘KPPYU ‘wajib menyerahkan Putusan daﬂ_. s

--berkas perkaranya ke pengadilan negen
: yang memersksa Ketentuan tersebi
“menegaskan bahwa apab:ia terdapat upaya

keberatan atas putusan KPPU maka KPPU.
harus menyerahkan putusan dan berkas T

perkaranya ke pengadlfan negeri yang__'-_-'
memeriksa. B

9. Pemeriksaan keberatan dilakukan hanya
atas dasar putusan dan berkas perkara, B
Ketentuan tersebut menegaskan hahwa
lingkup pemeriksaan atas upaya keberatan
hanya pada putusan KPPU dan berkas.
perkaranya.

h. Adanya mekanisme pemeriksaan tam-
bahan yaitu pemeriksaan yang dilakukan
KPPU sehubungan dengan Majelis Hakim
yang menangani keberatan apabila Majelis
Hakim menganggap perlu.

i. Pengajuan penetapan eksekusi untuk
perkara yang diajukan keberatan dilakukan
melalui Pengadilan Negeri yang me-
mutuskan perkara tersebut, sedangkan
atas perkara yang tidak dilakukan melalui
proses keberatan maka diajukan ke

- Pengaditan Negeri tempat kedudukan
hukum pelaku usaha (Terlapor).

Dengan adanya Perma Nomor 1 Tahun

2003 tersebut, majelis hakim pengadilan negeri

mengalami kebingungan dalam menyelesaikan

tersebutdanjangka waktopemeriksaanys
dihitung sejak Majelis Hakim menerima
berkas perkara yang dikirim oleh peng-
adilan negeri lain yang tidak ditunjuk

keberawan yang diajukan oleh PT GA, apakah
akan menegakan asas audf alteram partem atau
akan menerapkan Perma secara konsekuen.
Kebingungan ini didasarkan pada Pasal 5 ayat
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o ":'_{2} Perma Persa;ngan Usaha, yang menyebutkan .
S bahma pemenksaan keberatan dilakukan hanya'-_ B
o atasidasar putusan dan berkas perkara yang
G .':'-fteiah diperiksa oleh KPPU, art;nya kalauGaruda - -
S -Q".'_dlgmr;an untukmengajukan bukti dan sankss bary,

_'blsa dnafsarkan mEjEIES melanggar Perma
'Persamgan Usaha.- Padaha] d: dalam sistem

o hukum acara terdapat asas auc.ﬁ alteram parterm

(mendengar kedua be!ah pnhak), atau PT GA
dibera kesempatan untuk mengajukan bukti dan
saksibary dspers:dangan _ S
2... ‘Pasal 47 -mengenai.sanksi denda vang
serendah-rendahnya sebesar 1 milyar rupiah
kepada pelaku usaha yang melakukan praktik

monopoli; terhadap -ketentuan ini dalam

prakteknya sulit untuk diterapkan khususnya bila
diterapkan terhadap perusahaan dalam skala
tidak terlalu besar yang terbukti melakukan
monopoli, karena jika ketentuan ini diterapkan
maka dapat dipastikan perusahaan yang
melanggar tersebut akan menjadi bangkrut.

3 Metode pendekatan Per Se dan Rule of
Reason yang merupakan standar yang prinsipnya
saling berlawanan untuk melakukan analisis an-
titrust, namun dalam kenyataan kedua pen-
dekatan ini dapat dilakukan secara bersamaan.
Artinya, bahwa dalart saty kasus tertentu,
pengadilan akan menetapkan keputusan
difandasi pendekatan metode rule of reason,
tetapi dalam kasus yang sejenis lainnya
digunakan pendekatan per se illegal, atau bahkan

Undang NcmorSTahun 1999 Tentang La:angan .
Praktek. Monopoil dan. PPersaingan Usaha Tidak
" Sehat disebabkan karena ”mteprestasn" dari
'-'.:_drafter (perancang) yang mengedepankan fex
: __-'economlc dai pada enforcement Akubatnya ada’
: beberapa pasa! dzmaﬂa antara satu dan lamnya' :
'salmg bertentangan, karena perbedaan pan~_-- '

dangan dalam penegakan hukum persamgan
usaha di Indonesia; selain ity hal yang meng- -
hambat KPPU dalam melaksanakan tugasnya
karena terlalu singkatnya waktu yang diberikan
kepada KPPU untuk melakukan pemeriksaan
perkara yaitu hanya 30 hari sehingga peluang
mwnculnya human error sangat besar,

B. Analisa Terhadap ¥ekuatan
" Mengilat Putusan KPPU
Berkaitan Dengan Pelanggaran
Persaingan Usaha.

Kendala penegakan hukum persaingan
usaha di Indonesia yang berkaitan dengan
pelaksanaan kekuatan mengikat keputusan KPPU
adalah tidak diaturnya hukum acara dalam
penanganan perkara persaingan usaha. Hal ini
juga merupakan kelemahan dari Undang-Undang
No. 5 Tahun 1999 dimana di dalamnya tidak diatur
mengenai hukum acara formil tersendiri dari
penanganan perkara persaingan usaha. Dalam
wawancara dengan ketua KPPU mengenai hukum
acara dalam penanganan persaingan usaha,
dikatakan bahwa selama ini KPPU menggunakan

secare-bersaraan akaT iGN aRaT Kedns
pendekatan tersebug

Lemahnya pengaturan penanganan
perkara oleh KPPU yang terdapat dalam Undang-

sistem Deracara yang unik”, yaitu dalam
menangani suatu kasus, kadang KPPU meng-
gunakan sebagian hukum acara dalam hukum
acara pidana dan sebagian menggunakan hukurm
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5 _'acara ;}erdata

o Satah satu contohnya adalah penggunaan.
' _z.';--.;suiah keberatan, sebagazmana dsatur dalam
. Pasal 44 ayat {2) Undang Undang. No 5 Tahun .

1999, daiam pasal tersebut mengatur. bahwa

'peftawanan terhadap putusan KPPU. d:lakukan_

o :deﬂgan mengajukan keberatan terhadap putusan

: :KPPU sedangkan istifah keberatan tidak dikenal
sebagaf safah satu upaya hukum acara Indone-
sia. Seiam itu berdasarkan Undang-Undang No.5
Tahun 1999 3unci:o Keppres 75 Tahun 1999
Tent_a_ng Komisi Pengawas Persaingan Usaha
juncto SK KPPU 05/KPPU/KEP/IX/2000 Tentang
Tata Cara Penyampaian Laporan dan Penanganan
Dugaan Pelanggaran Terhadap Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1999, dikatakan bahwa apabila
terlapor keberatan atas keputusan KPPU dapat
mengajukan keberatan tersebut ke pengadilan
negeri. Dengan demikian, berarti bahwa KPPU
dapat menjadi pihak dalam suatu sengketa di
pengadilan negeri. Hal ini memperlihatkan KPPU
yang memposisikan dirinya sebagai lembaga
quast yudicial dengan suatu keputusan KPPU yang
menggunakan irah-irah Demi Keadilan yang
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Pencantuman irah-rah tersebut seolah menegas-
kan upaya KPPU menjadikannya sebagai lembaga
quasi judicial, Hal yang kemudian menimbulkan
pertanyaan soal kompetensi kewenangan dengan
pengadilan negeri. Sebagai akibatnya, hakim
pengadilan tidak sependapat dengan penggunaan

CHICRBRES

negen karena KPPU. menggunakan irah- zrah_g_f_. S0

demlklan

bersalah oleh KPPU, malah mengajukan ke-
beratan dan KPPU sebagai salah satu pihak yang
berperkara.

v, KESIMPULAN DAMN REKOMENDASE

A, Kesimpuian

Pelaksanaan penanganan perkara per-
saingan usaha di Indonesia oleh KPPU ber-
dasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
mengalami beberapa inkonsistensi, yakni
pertentangan antara. pasal yang satu dengan
pasal lainnya, salah satunya adalah tentang
permintaan penetapan ekseskusi , yang diatur-
dalam Pasal 44 dan Pasal 46, Selain itu kendala
penegakan hukum persaingan usaha di Indone-
sia yang berkaitan dengan pelaksanaan kekuatan
mengikat putusan KPPU adalah karena tidak
diaturnya hukum acara dalam penanganan
perkara persaingan usaha.

B. Rekomendasi

D;karenakan tsdak adanya peraiuran yang'_ &
.Jeias mengenai upaya hukum keberatan, balk'f_'."
dafamUndang-Undang :Nomor 5 “Tahun 1999_':15 i
maupun dalam peraturan pelaksananya, maka . -
hal demikian dapat menyebabkan bahwa _
kekuatan mengikat putusan KPPU menjadilemah =~
dan banyak pihak vang telah terbukti melanggar -
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan divonis -~

rartah e s e LU VN e AW KO REEkEnE
pada cacat materiit suatu kepuiusan KPPU, seperti
yang terjadi pada kasus Indomobil yang mana
keputusan KPPU dibatalkan oleh pengadilan

Atas beberapa analisa yang dapat men-
jawab permasalahan tentang bagaimana
pelaksanaan pengawasan persaingan usaha,
khususnya tentang penanganan perkara oleh
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' '_'K?PUyéng' mas:ih'te'rdapatkeiemaha'n'kélemahan. -j-_benkan ruang lingkup yang besar bagi KPPU L

£ ‘Larangan Praktek Monopoli dan Persaangan Usaha

“yang diatur dalam: Undang Undang No.5Tahun - untuklebih dapatmenggunakan kewenangannya-' SR
1999, maka kaml merekomendas:kan agar - dalam menye!esa:kan permasaiahan persaingan .
- Uhdang Undang NomorSTahun 1599, tentang_' ' - usaha di: IﬂdOﬂESIa juga pembatasan peme:__-'f
: " batasan’ yang bersﬂ’at kebijakan (policy)
’_Tdak Sehat harus direvisi kembali . Penekanan' 1 pemerintah, khususnya terhadap BUMN da—."' B
: re\n51 undang- undang tersebut harus mem-'._'f' : .;3hllangkan -

(Ené_ﬁotes):

i

-.Abdul Hkim Garuda Nusantara & Benny K Harman, Analisa dan Perbandingan Undang-Undang

Antimonopoli, Jakarta, Elek Media Komputindo, 1999, hat 13 :
www.hukumoniine.com/Monopoly Watch minta KPPU periksa Indofood, 28 Januari 2003 .

Agus Brotosusilo, makaiah : Permasalahan Dalam Pelaksanaan Perundang-Undangan Tentang

Monopoli dan Perekonomian Global, 2000 .
www.hukumonline.com/Soal tender Indomobil, MA batalkan putusan PN dan KPPU/ 16 Januan 2003

-Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1086, hal 31

Wawancara dengan ketua KPPU, Syamsut Ma'arif. Perihal kasus-kasus dalam per 1 Januari -31 Juli
2002 ;

Tim Penyelidik adalah anggota Majelis Komisi dan atau staf Sekretariat Komisi yang ditugaskan
untuk melakukan penyelidikan dan atau pemeraksaan terhadap para p!hak dan atau pihak lain berkaitan
dengan dugaan pelanggaran.

Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu
yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan.

Tri Anggraini, Penerapan Pendekatan Rule of Reason dan Per Se Illegal Dalam Hukum Persainaan,
Jurnal Hukum Bisnis, Volume 24 Nomor 2 Tahun 2005
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